
BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL

DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
⌒

Menimbang : a.

BUPATI MAGETAN,

bahwa dengan telah diundangkannya peraturan
Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha, maka perlu mengatur
pelaksanaan pengelolaan darr pemungutan retribusi
terminal di Kabupaten Magetan;
bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang
Pengelolaan dan pemungutan Retribusi Terminal Di
Kabupaten Magetan;

Undang-Undang Nomor 1Z Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOS Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indohesia Nomor 42g6);
Uridang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor fS Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

b

Mengingat : 1
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4.  Undang― Undang Nomor 32 Tah■ln 2004 tentang
PcmeHntahan Dacrah (Lcmbaran Ncgara RepubⅡ k
lndonesia  Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan

Lembaran Negara Republik lndOnesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang―Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang― undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peine五 ntahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Ncgara Republik

lndonesia Nomor 4844);

5.  undang― undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Hntas dan Angkutan 」alan (Lcmbaran Negara
Republik lndonesia Republik lndonesia Tahun 2009

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Republik lndOnesia Nomor 5025)

6.  undang‐ undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang)へak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Ncgara

Republik  lndOncsh  Tahun  2009  Nomor  130,

Tambahan Lelnbaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5049);

7.  Peraturan PemeHntah Nomor 41 Tahun 1993 tentang

Angkutan」 alan(Leibaran Negara Republik lndOnesia

Tahun 1993 NOmor 59,Tambahan Lembaran Negara

Republik lndOnesia Nomor 3527);

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang

」alan (Lembaran Negara Republik lndOncsia Tahun

2006 Nomor 86,Tambahan LembЯran Negara Republik
lndonesi,Nomor 4655);

9.  Peraturan Pcme五ntah Nomor 55 Tahun 2012 tentang

Kendaraan (Lembaran Negara Republik lndOnesia

Tahun 2012 Nomor 120,Tambahan Lcmbaran Negara

Republik lndOnesia Nomor 5317);

10. Peraturan PemeHntah Nomor 79 Tahun 2013 tentang

」aringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran

Negara Republik lndOnesia Tahun 2013 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndOnesia

Nomor 5456);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keualgan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l
Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O 1 I Nomor 3 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 32);
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun
2Ol2 ter:talrg Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2Ol2 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor l4);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN
MAGE-IAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

i. Daerah adalah Daerah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.

12

13

Menetapkan

'3. Dinas Perhubungan, Komunikasi
adalah Dinas perhubungan,

Informatika Kabupaten Magetan. .

4. Badan, adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang
meliputi b.."..o"., TerbataS, perseroan Komanditer,
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama
atau bentuk apapun, perkumpulan, persekutuan,

Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau Organisasi

dan Informatika,
Komunikasi dan
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7.

yang sejenis, lrmbaga Dana pensiun, Bentuk Usaha
tetap serta Bentuk usaha lainnya.
Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor
Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan
dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan
orang dan/atau barang serta perpindahan moda
angkutan.

Terminal penumpang adalah prasarana transportasi
jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan
penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda
transportasi serta mengatur kedatangan dan
pemberangkatan kendaraan umum.
Parkir, adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak
bergerak untuk sementara dan ditinggalkan
pengemudinya

Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan
selain pengemudi dan awak kendaraan.
Mobil penumpang ada_lah kendaraan bermotor
angkutan orzrng yang memiliki tempat duduk
sebanyak-banyaknya g (delapan) orang, termasuk
untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari
35OO (tiga ribu lima ratus) kilogram.
Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang
disediakan dan dipergunakan untuk umum dengan
dipungut bayaran.
Wajib retfbusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang_undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB II

PENGELOLAAN TERMINAL

Pasal 2

(1) Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun
arus barang serta untuk terlaksananya keterpaduan
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intra dan antar moda secara lalcar dan tertib,
Pemerintah Daeral menyediakan Terminal.

(2) Pengelolaan terminal dilaksanakan oleh Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

(3) Pengelolaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi :

a. pengelolaan tempat parkir kendaraan penumpang
untuk bus dan mobil penumpang;

' b. pengelolaan tempat parkir kendaraan bukan umum
(pribadd;

c. pengelolaan tempat kegiatan usaha; dan
d. pengelolaan fasilitas mandi cuci kakus.

Pasal 3

(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang memanfaatkan
Terminal wajib meqjaga kebersihan dan kelestarian
lingkungan terminal.

(2). Setiap kendaraan umum dan bukan umum yang
masuk lingkungan terminal wajib mematuhi ketentuaa
sebagai berikut :

a. kedatangan dan keberangkatan melalui jalur yang
telah disediakan;

b. menaikkan dan menumnkan penumpang pada
tempat yang telah disediakan ;

c. jadwal. pemberangkatan kendaraan umum harus
sesuai dengan yang tercantum dalam kartu
pengawasaJr ;

d. dilarang melakukan perbaikan kendaraan yang
rusak berat di terminal penumpang.

e. dilarang menggunakan tempat landasan dan
lintasan kendaraan apabila dapat mengganggu arus
lalu lintas di dalam terminal ;

Pasal 4

Pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan
pengelolaan retribusi terminal adalah Kepala Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika

5



⌒

⌒

BAB III

PENGATURAN PENGGUNAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

DI DALAM TERMINAL

Pasa1 5

(1)Sedap orang atau badan usaha yang mclakukan

糊 胤t肌硼 裁服 な
F)USaha sebagaimana dimaksud pada ～

at(1)
dilaksanakan pada tempat yang telah ditentukan.

Pasal 6

(1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (l), perseorangan atau badan usaha yang
akan melakukan kegiatan usaha mengajukan
permohonan izin kepada Kepala Dinas perhubungan,
Komunikasi dan Informatika.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilampiri persyaratan sebanyak 3 (tiga) rangkap,
sebagai berikut :

a. formulir permohonan izin untuk melaksanakan
kegia.tan usaha di dalam terminal yang
ditandatangani oleh perseor€rngan atau pimpinan
badan usaha, dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagran tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;

b. fotokopi KTp yang telah dilegalisir oleh kepala desa /
lurah;

c. pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm;
d. surat pernyataan sanggup menaati kewajiban

sebagai pengelola usaha di dalam terminal, dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terptsahkan dari
Peraturan Bupati ini;

6



e. khusus untuk badan, dilampiri fotokopi akte
pendiri'an dan fotokopi surat izin lainnya yang
diperlukan;

(3) Dalam jangka waktu paling lama 15 (limabelas) hari
kerja sejak diterimanya permohonan izin sebagaimana
drmaksud pada ayat (1) secara lengkap dan. benar,
maka Kepala Dinas perhubungan, Komunikasi dan
Informatika memberikan surat berupa persetujuan atau
penolakan terhadap permohonan disertai dengan
alasan penolakan.

Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disetujui, maka ditindaklanjuti dengan
penandatanganan pe{anjian penggunaan tempat
usaha di dalam terminal.
Peq'aljian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku
paling lama 5 (lima) ta-Lun.

Pasal 7

Pedagang / pengusa'a di datam terminal mempunyai hak:
a. menggunakan tempat dasaran sesuai dengan haknya ;b. melakukan transaksi jual beli barang / jasa yang tidak

dilarang berdasarkan peraturan perundang undangan
yang berlaku ;

c. mendapat perlindungan sesuai peraturan perundang
undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pedagang / pengusaha di dalam terminal mempunyai
kewajiban :

a. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan
keindahan lingkungan ;

b. mengatur dan meletakkan barang dagangan dengan
rapi dan tidak melebihi batas tempat dasaran yang
menjadi haknya serta
keselamatan umum ;

tidak membai.ayakan

c. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)

(5)
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Pasal 9

Pedagang / pengusaha di dalam terminal dilarang :

a. mendirikan, menambah, merubah kios atau bangunan
di dalam terminal serta memasang dan menambah
instalasi listrik tanpa ijin dari pejabat;

b. mengalihkan hak kepada orang pribadi atau badan
lain yang tidak berhak tanpa izin dari pejabat;

c. menempati tempat kios / los bukan halnya ;
d. menggunakan tempat kios / los sebagai tempat tinggal. / rumah tangga;
e. menggunakan tempat kios / los sebagai gudang untuk

menyimpan barang dagangan ; dan
f. menjual dan/atau membagr tempat kios / los menjadi

lebih dari satu tempat yang luasnya tidak memenuhi
syarat / layak untuk tempat berjualan barang
dagangan.

Pasal 10

Bagi pedagang / pengusaha di terminal yang tidak
menaati ketentuan pasal g dan pasal 9 dapat dikenakan
sanksi :

a. teguran secara lisan dari KepaJa Dinas perhubungan,
Komunikasi dan Informatika;

b. teguran/peringatan tertulis dari Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; atau

c. pemberhentian perjanjian kerjasama secara sepihak.

BAB IV
PENGELOLAAN FASILITAS MANDI CUCI KAKUS D] DALAM

TERMINAL

Pas」 11

(1)Penge101aan fasmtas mandi,cuci dan kakus di dalaln

terminal dilaksanakan。 leh petugas yang dituniuk oleh
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Kepala Dinab perhubungan, Komunikasi dan
Informatika.

(2) Dalam rangka efektivitas dan efrsiensi, pengelolaan
fasilitas mandi, cuci dan kakus di dalam terminal
sebagaimana dimaksud pada ayat
dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

(1) dapat

Pasal 12

(1) Untuk melaksanakan kerjasama pengelolaan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2),
perseorErngan atau badan usaha perseorangan atau
badan usaha yang berminat untuk melaksanakan
keq'asama pengelolaan fasilitas mandi cuci dan kakus
didalam terminal wajib mengajukan permoh onan izin
kepada Kepala Dinas perhubungan, Komunikasi dan
Informatika.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri persyaratan sebanyak S (tiga) ra4gkap, sebagai
berikut : t

a. formulir permohonan izin untuk melaksanakan
ke4'asama pengelolaan fasilitas mandi cuci dan
kakus didalam terminal yang ditandatangani oleh
perseorang€rn atau pimpinan badan usaha, dengan
format seb"gaimana tercantum d,alam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

b. fotokopi KTp yang tela_h dilegalisir oleh kepala desa /
lurah;.

c. pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm;
d. surat pernyataan sanggup menaati kewajiban

sebagai pengelola fasilitas mandi cuci dan kakus
didalam terminal, dengan format sebagaimana
tercantum dalam l,ampiran IV yang merupakan
bagral tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;

e. khusus untuk badan, dilampiri fotokopi akte
pendirian dan fotokopi surat iain lainnya yang
diperlukan;
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(3) Dalam jangka waktu paling lama 15 (limabelas) hari
ke{a seja} diterimanya permohonan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) secara lengkap dan benar, maka
Kepala Dinas perhubungan, Komunikasi dan
Informatika memberikan surat berupa persetujuan atau
penolakan terhadap permohonan disertai dengan alasan
penolakan.

(4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disetujui, maka ditindaklanjuti dengan
penandatanganan peq'anjian pengelolaan fasilitas
mandi cuci dan kakus didalam terminal.

(5) Pedanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku
paling lama 1 (satu) tahun.

(6) Surat pedanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memuat:
a. identitas para pihak;
b. lokasi fasilitas mandi cuci dan kakus;
c. hak dan kewajiban para pihak;
d. larangan;

e. saksi;

f. beralhirnya perjanjian; dan
g. jangka waktu perjanjian.

Pasa1 13

Bagi hasil retribusi fasilitas mandi cuci dan kakus antara
Pemerintah Kabupaten Magetan dengan pengelola fasilitas
mandi cuci dan kakus didasarkan pada karcis yang
terpakai dan ditetapkan sebagai berikut:
a. untuk Pemerintah Kabupaten Magetan sebesar SOyo

(limapuluh persen)

b. untuk pihak ketiga pengelola fasilitas mandi cuci dan
kakus sebesar 50olo (limapuluh persen)

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEITYBTORAN DAN

PENERIMAAN BAGI HASIL PENDAPATAN
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Bagtan Kesatu
Pemungutan Retribusi

Pasal 14

Pemungutan retribusi terminal didasarkan pada karcis
atau SKRD dan pendapatannya disetorkan secara bruto.

Bagian Kedua
Penetapan Retribusi Dan Tata Cara pemungutan

PaSal 15

Penetapan besarnya retribusi diatur sebagai berikur:
a. Retribusi tempat parkir kendaraan penumpang untuk

bus dan mobil penumpang, tempat parkir kendaraan
bukan umum (pribadi) dan fasilitas mandi cuci kakus
ditetapkan oleh pejabat dalam bentuk karcis.

b. Retribusi tempat kegiatan usaha didalam terminal
ditetapkan oleh pejabat dalam bentuk SKRD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Dan penyetoran Retribusi parkir
Dan Retribusi penggunaan Fasilitas Mandi Cuci Kakus

Pasal 16

(1) Pembayaran retribusi terutang dibayar oleh wajib
retribusi.

(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dilunasi sekaligus.

(3) Retribusi disetorkan kepada Bendahara penerimaan
atau Pembantu Bendahara penerimaan dalam kurun
waktu 1 x 24 (satu kali duapuluh empat )jam.

(4) Bendahara Penerimaan atau pembantu Bendahara
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menyetorkan retribusi kepada Bendahara penerimaan



SKPD dalam kurun waktu I x 24 (satu kali duapuluh
empat )jam.

(5) Dalam hal kondisi geografis tempat pemungutan
retribusi yang sulit dijangkau dengan transportasi dan
secara teknis tidak memungkinkal dilakukan setiap
hari, batas waltu penyetoran ke kas daerah dan/atau
bendahara penerimaan ditetapkan paling lama 7 (tujuh)
hari keda dengan ditampiri rekapitulasi penerimaan
harian retribusi_

(6) PertanggungiawabaSr penyetoran
retribusi dilaksanakan sesuai
peraturan perundang_undangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan, pembayaran Dan penyetoran
Retribusi Tempat Kegiatan Usaha Dida-lam Terminal

.pasal 
17

Retribusi Tempat Kegiatan Usaha Didalam ?erminal
6llstar'kan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati
atau pejabat yang diberi kewenangan untuk
menetapkannya dalam bentuk SKRD.
Contoh Format SKRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Retribusi Tempat Kegiatan Usaha Didalam Terminal
disetorkan kepada Bendahara penerimaan atau
Pembantu Bendahara Penerimaan dalam kurun waktu
1 x 24 (satu kali duapuluh empat )jam.
Sebagai tanda bukti pembayaran retribusi Tempat
Kegiatan Usaha Didalam Terminal, diberikan tanda
bukti berupa TBPRD, sebagaimana tercantum dalam

hasil pemungutan

dengan ketentuan

(2)

(2)
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Lampiran VI yang merupakan bagian
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
TBPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
masing rangkap 3 (tiga) yang diperuntukkan
iain:
a. lembar asli untuk pembayar/penyetor;

b. salinan I untuk Bendahara penerimaan;

c. salinan 2 arsip.
Bendahara Penerimaan atau pembantu Bendahara
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menyetorkan retribusi kepada Bendahara penerimaan

SKPD dalam kurun waktu 1 x 24 (satu kali duapuluh
empat ) jam.

Pertanggungiawaban penyetoran hasil pemungutan
retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tata Cara Penghapusan piutang Retribusi yang

Kedaluwarsa

pasal 19

Hak untuk melakukan penagihan retribusi
kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga)
tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,
kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak
pidana di bidang retribusi.
Saat terutangnya retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) ditentukan terhitung sejak STRD
diterbitkan.

Terhadap retribusi yang tidak tertagrh, Kepala Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika wajib
membuat inventarisasi dan laporaa terhadap piutang
retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan
kedaluwarsa penagihan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat.(3) dapat
berupa :

tidak

masing

antara

(3)

(4)

(5)

(2)

(3)

(4)
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(5)

(6)

(7)

a.

b.

C.

kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan
piutang retribusi;

daftar umur piutang retribusi;
surat keterangan yang menyangkut keberadaan
Wqjib Retribusi;

d. keterangan lain yang diperlukan sebagai
pertanggungiawaban terjadinya kedaluwarsa
penagihan.

Penetapan kedaluwarsa penaeihan oleh Kepala Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika dibahas
bersama instansi terkait dan dituangkan dalam format .

berita acara.

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

digunakan sebagai usulan Kepala Dinas perhubungan
Komunikasi dan Informatika kepada Bupati untuk
penghapusan piutang retribusi.
Berdasarkan usulan Kepala Dinas perhubungan

Komunikasi dan Informatika, Bupati dapat
menerbitkan Keputlrsan Bupati tentang penghapusan

Piutang Retribusi dimaksud.

Bagian Keenam

Tata Cara Penerimaan Bagi Hasil pendapatan

Pasal 2O

Bagi hasil retribusi fasilitas mandi cuci dan kakus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diberikan
kepada pihak ketiga setiap bulan dan dianggarkan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Magetan.

BABヽ■

KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 21

Pengaturan mengenai pengelolaan tempat parkir
kendaraan bukan umum sebagaimana dimaksud dalam

⌒

⌒
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Pasal 2 ayat (3) huruf b ditetapkan dalam peraturan Bupati
yang mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan parkir.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 3 Maret 2014

Diundangkal di Magetan
pada tanggal

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 NOMoR 8
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LAMPIRAN I PERATURAN

NOMOR : 8

TANGGAL: 3

BUPATI MAGETAN

TAHUN 2014

Maret 2014

CONTOH FORMAT:

Nomor
Lalllpiran

Pcnhal

Magetan,
Kepada : Yth. Kepala.

Permohonan melaksanakan
kegiatan usaha di dalam
terminal.

Yang bertalda tangan di bawah ini
Nama
Jenis Kelamin
Tempat,Tgl. Lahir
Alarnat/Alamat Kantor) *
Nomor KTP

Catatan )* : diisi apabila yang mengajukan adalal badan hukum.

」abatan)'             :  .…
…… …… ….¨ .¨ ―̈ ¨Dcngan surat hi kami mcngaJukan pc....OhOnan 

■zh untuk__1_1´ ^^_^1-― ―
 ■___         .   _ _melalcsanakan kc」 atan usaha d Ten血■d IIIiililli¨II,untukkcglatan usaha…
……….

A$".pY1 Lokasi tempat usaha yang kami mohon untuk kegiatan usahaada1ah kios/bedak)* nomor...

Sebagai bahan perrimbangan kami larnpirkan
a. Foto copy identitas diri-(KTpl yang masih berlaku yang telah
. dileqalisir oleh Kepa.la Desa/iuraf,;
b. Pas foto 4x6 sebanyak S ( tiga ) lembar;c. Surat,pernyataan sanggup-Tenaati kewajiban dan tidak melanggaryang ditentukan oleh pengelola terminal / 

"kepala 
dinas 

"".d ;;;A;menandatangani perjanjian penggunaan timpat usaha di daiamterminal.
d. DU.........
Demikian permohonan kami, jika dikabulkan kami bersedia memenuhiketentuan peraturan perundang _ undangal yang berlaku.

Pemohon

DALAM TERMINAL

BUPATI MAGETAN,
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMoR : 8 TAHUN 2014

TANGGAL: 3 Maret 2014

CONTOH FORMAT:
SURAT PERNYATん Nヽ SANGGUP MENAATI KEWA」IBAN SEBAGAI PENGELOLA

USAHA DI DALAM TERMINAL

Tcmp餞 ,Tgl Lahir

鋭認∬鰐計
1年 Kantoザ

」abatan)'

3:l#, 3;l'^: T:,:,j'*=gT t.TT, il ;;;;#i;;;;j;.,' ;".u"e; ;;;v.*"
躙  「糧1ミ漁 五寧 流l]覧∬密計蠍署富断す・」

慰顔慇
:Itti轟轟R騒翌1結串 轟富識愛:亜::mⅢ

gη

l濫
∬
響F鷺蹴 麦慇 協塩素葱 i懸鶏 躙 d dalam

e mematun kctcntuan― kctcntuan l血 yang dlatur dalatn pcrJalian kcゴ asama.
Dernikiarr Surat
tidak mentaati
berlaku.
Catatan )*

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila sampaisaya sanggup dikenakan tindakan 
".".rL a..rgu., peraturan yang

:d五sl apabia yang menga」 ukan adalah badan hukum.

Magetan,.
YANG MENYATAKAN

MATERAI

」abatan)・

「

MAGETAN,

MANTRI

17

⌒

Y-ang bertanda tarrgan di bawah ini saya :
Nama



LAMPIRAN HI

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan kerjasrrna
pengelolaan Fasilitas MCK di
Terminai.

CONTOH FORMAT:
FORMULIR PERMOHoNAN IZIN UNTUK KER」 ASAMA PENGELOLAAN
FASIHTAS MANDI CUCI DAN KAKUS DIDALAM TERMINAL

: PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 8 TAHUN 2014

TANGGAL: 3 Maret 2014

Magetan,
Kepada : Yth. Kepala.

⌒
Yarrg bertanda tangan di bawah ini :
Nalna
」enis Kbla■ lun
Tcmpat,Tgl.Lahr
Alamat/Alamat Kantor)* : ..................
Nomor KTP
Jabatan)"
Dcngan surat ini kan inenga」 ukan pc....OhOnan lzln untuk inelakukan

h. Dl].........
Demikian permohonan kami, jika dikabulkan karni bersedia memenuhi
ketentuan peraturan perundang - undalgan yang berlaku.

Pemohon

kerjasama pengelolaan fasilitas MCK di Terminal ..._
Sebagai bahan pertimbangan karni lampirkan 

---
e. Poto copy identitas diri-(KTp) yang masih berlaku yang telah
- dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah;
f. Pas foto 4x6 sebanyak 3 ( tiga ) lembar;g. Surat.pernyataan sanggup_ menaati kewajiban dan tidak melanggaryang ditentukan oleh pengelola terrninal / tepala dinas serta ;gA;;menandatangani pef arrjian kedasama pengelolaan MCK di dalam

termina-I.

Catatan )" : diisi apabila yang mengajukan adalah badan hukum.

MANTRI
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LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 8 TAHUN 2014

TANGGAL: 3 Maret 2014

CONTOH FORMAT:

SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENAAN KEWAJIBAN SEBAGAI PENGELOLA
FASILITAS MCK DI TERMINAL

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama
」cniS Kelalnh
Tempat,Tgl Lah士

⌒

Alamat/Alarnat Kalltor)ヤ   :  … ………….― …̈………Nomor KTP
」abatan)★               :   ¨̈ ¨̈ :.…………………… ・̈
Prlg^i ini saya menyatakan akan menaati dan mematuhi kewajiban apabilaberkerjasarna dengan pemerintah Kabupaten Magetan untuk mengerola'fasilitas MCKdi termina1...........'.... sesuai dengan peiaturan daerah r"u"p"t"ri rvr"g"L*Nomo. iTahun 2O12 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai berikut :a. membayar retribusi sesuai ketentuan peratur;n perundang-undangan;
b. menjaga keamcrnan, ketertiban dan kerapian MCi(;
c' menjaga kebersihan, keindahan da,, kenyamanan MCK dan lingkungan terminal;d' serta sanggup menandatangani pe{anjial kerjasama pengelolaan MCK di dalamterminal;
e' mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang diatur daram perjanjian kerjasama.

Demikian Surat Pernyataan ini 13va h],at dengan -sesungguhnya dan apab a sampaitidak mentaati saya sanggup dikenakan tinfaUn sesuai dengan peraturan yangberlaku.
Catatan )* : diisi apabila yang mengajukan adalah badan hukum.

Magetan,.....,..

MATERAI
YANG MENYATAKAN

Jabatan)*

,UPATI MAGttAN,

MANTRI
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LAMPIRAN V : PERATURAN

NOMOR :

TANGGAL:

BUPATI MAGETAN

8 TAHUN 2014

3 Maret 2014

⌒

CONTOH FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH(SKRD)

⌒

PEMER!NTAH KABUPATEN
MACETAN Ⅷ 網話舗8揚 ギ為躊魁慣器 )

USAHA DIDALAM TERMINAL

N(:)「 l(1)R IIRし ,T

NAMA

ALAMAT

NOMOR POKOK WAJ!B RETR!BUSilNPWR〕

TANCGALJATUH TEMPO

MASA

TAHUN

NO KODE REKEN!NG URAIAN RETR!BUSI 」UMLAH(RP)

|

4

||

.-l ull'l i ari-r K!telir J).r I i,,L)k,-,k f ,:!l r l-,U.r,

"lLllltlarii..arr-rk:.1 arEutil:t.,
i-, Ketrarrkart.

,J ullt I c'lfr Ke'-.e, trrtrl-r.rrt .

f)?n!tarn 1.r.il'ur

F'E R H,rT l.i N

lrrfr,rrtrrartrkar

\er'tark;rl|rarrrk!r ar .lnr r.r'ltt (-r'ir l:,eIUp.1 l:,ur]!t.r ,-iet)e:3iiI 2 .''i, [,gt' l.1Ul.it-].

Pettrilcr:,. Penetclll.ltl

Tan,1.i t.irr,:r.-rn

rrtilrlrar lenqkirt) I

Nrl>.

N(:)1」 Rり T

TANE)A TERI卜 lA

NA「 iA

ALA卜 lハ T

NPヽヤR
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LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 8 TAHUN 2014

TANGGAL: 3 Maret 2014

CONTOH FORMAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH(TBPRD)

PEMER:NTAH KABUPATEN MACETAN
DiNAS PERHUBUNGAN KOMUN:KAS:DAN:NFORMAT:KA
JI:Tri Pandita Nomor 3 Kode Pos 63319 Telpノ Fax 0351-894285

MACEttAN

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRTBUSI DAERAH (TBPRD)
Nomor : .....................

Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu pada Dinas Perhubungan
Komunikasi Dan lnformatika telah menerima uang sebesar Rp.
(dengan huruf*...... ...............: ....., ....... .... ..)
Dari :

Nama
Alamat

Sebagai pembayaran : .........

KODE REKEN!NG 」UMLAH(Rp)

Tanggal diterima uang : .....................]..

Mengetahui :

Bendahara Penerima / Bendahara
Penerimaan Pembantu

Pembayar/Penyetor

NIP:

Lembar 1 : untuk pembayar/ PenYetor
Lembar 2 : Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu
Lembar 3 : Arsip.
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